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PERATURAN  WALIKOTA  SUKABUMI 
 

NOMOR  10  TAHUN  2014 

 

TENTANG : 

 
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

WALIKOTA SUKABUMI, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup, maka Peraturan Walikota Sukabumi 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 

 

2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 

dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan Hidup, tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu 
diubah dan disesuaikan kembali;  

b. bahwa....... 
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b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk 
adanya kepastian hukum dalam penyusunan 
dokumen lingkungan hidup di Kota Sukabumi, 

perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi  
tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup; 

 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
 Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Kecil  dalam 
 Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
 dan   Jawa   Barat   (Berita   Negara   Republik 
 Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
 Tahun   1954   tentang   Pengubahan   Undang- 
 Undang   Nomor   16   dan   17   Tahun   1950 
 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
 1954  Nomor  40,  Tambahan  Lembaran  Negara 
 Republik Indonesia Nomor 551);  

 2.  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang 
 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran 
 Negara Republik Indonesia Tahun  1990 Nomor 
 49,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
 Indonesia Nomor 3419);   

 3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
 Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125, 
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
 Nomor  4437)  sebagaimana  telah  beberapa  kali 
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
 Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 

4. Undang-Undang....... 
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3584); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3910); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4153);  

10. Peraturan....... 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4161); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

 

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 

– 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2012 Nomor 11); 

 

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 
16 Tahun 2012 tentang Organisasi  
Perangkat Daerah Kota Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2012 Nomor 16); 

 

 

Memperhatikan :   1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
  Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis 
  Rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang 
  Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
  Lingkungan Hidup;    

 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

  Hidup  Nomor  16  Tahun  2012  tentang 
  Pedoman Penyusunan Dokumen 
  Lingkungan Hidup;    
    3. Peraturan...... 
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3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 51 Tahun 
2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, 
dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota 

Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2012 Nomor 51); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAYA 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT 
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 

BAB  I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan 
: 

 

1. Daerah adalah Kota Sukabumi. 

 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi. 

5. Kantor ...... 
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5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi lingkungan hidup. 

 
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan 

Hidup Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang membidangi lingkungan hidup. 

 

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang 
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

 

8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan 

pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha 
dan/atau kegiatan. 

 

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup 
dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 

 

10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara 

cermat dan mendalam tentang dampak penting 
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 

 

 

11. Rencana ..... 
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11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disingkat RKL adalah upaya 
penanganan dampak terhadap lingkungan hidup 

yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha 
dan/atau kegiatan. 

 
12. Rencana   Pemantauan   Lingkungan   Hidup   yang  

selanjutnya disingkat RPL adalah upaya 

pemantauan komponen lingkungan hidup yang 
terkena dampak akibat dari rencana usaha 
dan/atau kegiatan. 

 

13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi 
pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 

14. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan 
menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam 
dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa. 

 
15. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian 

formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa. 

 

16. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL 
yang dilakukan oleh Pemrakarsa. 

 
17. Instansi yang berwenang adalah instansi yang 

berwenang memberikan keputusan izin melakukan 
usaha dan/atau kegiatan. 

 

BAB II 

 

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Pasal 2 

 

(1) Dokumen lingkungan hidup, terdiri dari : 
 

a. dokumen Amdal; 

b. formulir UKL-UPL; dan 

c. SPPL. 

(2) Dokumen ...... 
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(2) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b, merupakan persyaratan mengajukan 

permohonan izin lingkungan. 

 
(3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c, disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak wajib Amdal dan UKL-UPL. 

 

(4) Tata cara penyusunan dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-
UPL dan/atau SPPL sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 
(2) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan 

format penyusunan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

(3) SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan 
format penyusunan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan Walikota ini. 

 

 

BAB III 

 

TATA CARA 

 

Pasal 4 

 

(1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL 
kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor 

 
(2) Kepala ...... 
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(2) Kepala Kantor memberikan tanda bukti penerimaan 
UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi 

format penyusunan UKL-UPL atau SPPL. 

 

Pasal 5 
 

(1) Kepala Kantor wajib : 

 

a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi 
dengan instansi yang membidangi usaha  
dan/atau kegiatan dan menerbitkan 
rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; 

atau  
b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan 

persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterimanya SPPL. 

 

(2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau 
informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta 
memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, 
Pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau  
melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Setelah UKL-UPL dan SPPL disempurnakan oleh 
Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Kantor wajib : 

 

a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 
7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL 
yang telah disempurnakan oleh Pemrakarsa; 
atau  

b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang 
telah disempurnakan oleh pemrakarsa. 

 

Pasal 6 ...... 
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Pasal 6 

 

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL 
kepada Kepala Kantor sebagai dasar penerbitan izin 
lingkungan. 

 

Pasal 7 

 

(1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib 
mencantumkan syarat dan kewajiban yang 

tercantum dalam program pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, di dalam izin melakukan 
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 

 

(2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tembusannya wajib disampaikan kepada Kepala 
Kantor. 

 

BAB IV 

 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 8 

 

(1) Pengawasan dan pengendalian Peraturan Walikota 
ini dilaksanakan oleh Kantor dan instansi terkait, 
yang meliputi : 

 
a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UKL-

UPL atau SPPL pada lokasi dan atau kegiatan;  
b. evaluasi hasil pemantauan pengelolaan 

lingkungan yang dilaksanakan oleh usaha dan 
atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL-UPL 
atau SPPL. 

 

(2) Dalam mendukung pengawasan dan pengendalian 
oleh Kantor dan Instansi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemrakarsa wajib :  

a. melaksanakan……. 
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a. melaksanakan pengelolaan terhadap dampak negatif 
yang dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana disanggupi dalam UKL-UPL atau SPPL;  

b. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan kepada Kepala Daerah melalui Kepala 
Kantor;  

c. melaporkan setiap perubahan baik yang menyangkut 

perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

tertuang dalam UKL-UPL dan/atau SPPL. 

 

BAB V 

 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 9 

 

Biaya yang diperlukan dalam penyusunan dan 
pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada 
Pemrakarsa. 

 

BAB VI 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, 
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011  
tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Sukabumi 

Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 11 …… 
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Pasal 11 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 

 

 

Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 10 Juni 2014 

 

WALIKOTA SUKABUMI, 

 

cap. ttd. 

 

MOHAMAD MURAZ 

 

Diundangkan di Sukabumi 

Pada tanggal 10 Juni 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SUKABUMI, 

 

cap. ttd. 

 

M.N. HANAFIE ZAIN 

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN  2014  NOMOR  10 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI,  

 

 
EEN RUKMINI 

NIP. 19720210199901 2 0 


